
BUPATI KARIM UN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN 
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN 
TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KARIMUN,

Menimbang : bahw a u n tu k  m elaksanakan  ke ten tuan  Pasal 15 ayat (2)
Pera turan  Pcmerintah Nomor 97 T ahun  2012 ten tang 
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan  Retribusi 
Perpanjangan Izin m em pekerjakan Tenaga Kerja Asing 
m aka  perlu m enetapkan  Pera turan  Daerah ten tang 
Retribusi Perpanjangan Izin M empekerjakan Tenaga 
Kerja Asing.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6 ) U ndang-U ndang D asar Negara
Republik Indonesia T ahun  1945;

2. U ndang-Undang Nomor 53 T ahun  1999 ten tang 
Pem bentukan  Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, K abupaten  Karimun, 
K abupaten Natuna, K abupaten  Siak, Kabupaten 
K uantan  Singingi dan  Kota Batam  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T ahun  1999 Nomor 181, T am bahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), 
sebagaim ana telah d iubah  beberapa  kali terakhir 
dengan U ndang-Undang Nomor 34 T ahun  2008 ten tang  
Perubahan  Ketiga a ta s  U ndang-U ndang Nomor 53 
T ahun  1999 ten tang  Pem bentukan  Kabupaten 
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten K uantan Singingi, dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun  2008 
Nomor 107, T am bahan  Lem baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4880);

3. U ndang-U ndang Nomor 7 T ahun  1981 ten tang  Wajib 
Lapor Ketenagakerjaan Di P erusahaan  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T ahun  1981 Nomor 39, T am bahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

4. U ndang-U ndang Nomor 20 T ahun  1997 ten tang 
Penerim aan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun  1997 Nomor 43, Tam bahan  
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

1



5. U ndang-U ndang Nomor 13 T ahun  2003 Tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T ahun  2003 Nomor 39, T am bahan  Lem baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279);

6 . U ndang-U ndang Nomor 32 T ahun  2004 Tentang
Pem erin tahan  Daerah sebagaim ana telah diubah 
beberapa kali terakhir  dengan U ndang-U ndang Nomor 
12 T ahun  2008 ten tang  Perubahan  Kedua Atas Undang- 
U ndang Nomor 32 T ahun  2004 ten tang  Pem erintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
2008 Nomor 59, T am bahan  Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);

7. U ndang-U ndang Nomor 28 T ahun  2009 ten tang  Pajak 
Daerah dan  Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun  2009 Nomor 130, T am bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8 . Peraturan  Pemerintah Nomor 69 T ahun  2010 ten tang 
Tata Cara Pemberian dan  Pem anfaatan Insentif 
Pem ungutan  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun  2010 
Nomor 119, T am bahan  Lem baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161);

9. Pera turan  Pemerintah Nomor 65 Tahun  2012 ten tang  
Je n is  dan Tarif a ta s  Je n is  Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transm igrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T ahun  2012 Nomor 154, T am bahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5333).

10. Pera turan  Pemerintah Nomor 97 T ahun  2012 ten tang 
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan  Retribusi 
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun  2012 
Nomor 216, T am bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5358);

11. K eputusan  Menteri Tenaga Kerja dan Transm igrasi 
Nomor 12 T ahun  2013 ten tang  Tata Cara Penggunaan 
Tenaga Kerja Asing;

12. Peraturan  Daerah Kabupaten Karimun Nomor 03 
T ahun  2008 ten tang  U rusan  Pem erintahan Daerah 
Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karimun T ahun  2008 Nomor 03);



Dengan Persetujuan Bersam a

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KARIMUN 

dan
BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA 
ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan  Daerah ini yang d im aksud  dengan :
1. Daerah adalah  Daerah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah  Pemerintah Daerah K abupaten Karimun.
3. Bupati adalah  Kepala Daerah Kabupaten Karimun.
4. Dinas Kabupaten adalah  instansi yang bertanggungjaw ab dibidang 

ketenagakerjaan Kabupaten.
5. Retribusi Daerah, yang se lanjutnya d isebut retribusi, adalah  pungutan  

daerah  sebagai pem bavaran  a ta s  ja s a  a tau  pem berian izin terten tu  yang 
k h u su s  d isediakan d a n /a ta u  diberikan oleh Pem erintah Daerah un tuk  
kepentingan orang pribadi a ta u  badan.

6 . J a s a  adalah  kegiatan Pemerintah Daerah berupa u sa h a  dan  pelayanan 
yang m enyebabkan barang, fasilitas, a tau  kem anfaatan  lainnya yang 
dapat dinikmali oleh orang pribadi.

7. Perizinan Terten tu  adalah  kegiatan terten tu  Pem erintah Daerah dalam 
rangka pemberian izin kepada orang pribadi a ta u  Badan yang 
d im aksudkan  u n tu k  pem binaan, pengatu ran , pengendalian dan 
pengawasan a ta s  kegiatan, pem anfaatan  ruang, serta penggunaan 
sum ber daya alam, barang, p rasarana , sa ran a  a tau  fasilitas tertentu 
guna  melindungi kepentingan um um  dan  menjaga kelestarian 
lingkungan.

8 . Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang 
selanjutnya d isebu t Retribusi Perpanjangan IMTA, ada lah  pungu tan  a ta s  
pemberian perpan jangan  IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

9. Perpanjangan IMTA adalah  izin yang diberikan oleh bupati a tau  pejabat 
yang d itun juk  kepada pemberi kerja tenaga kerja asing  sesuai dengan 
ke ten tuan  pe ra tu ran  perundang-undangan .

10. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang se lanju tnya  d isebut Pemberi 
Kerja TKA adalah  badan h ukum  a tau  badan -badan  lainnya yang 
m em pekerjakan tenaga kerja asing dengan m em bayar upah a tau  
imbalan dalam  ben tuk  lain.

11. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah  warga 
Negara asing pemegang visa dengan m aksud  bekerja di wilayah 
Indonesia.

12. Wajib Retribusi adalah  orang pribadi a tau  badan yang m enuru t 
Peraturan  Perundang-undangan  retribusi diwajibkan u n tu k  m elakukan 
pem bayaran retribusi, te rm asuk  pem ungut a tau  pemotong retribusi 
tertentu.



13. Wajib Retribusi Perpanjangan IMTA adalah  badan  yang m en u ru t 
Peraturan  P e rundang-undangan  retribusi diwajibkan u n tu k  m elakukan  
pem bayaran  retribusi, te rm asuk  pem ungut a ta u  pemotong retribusi 
tertentu .

14. Sura t Ketetapan Retribusi Daerah, yang se lan ju tnya  disingkat SKRD, 
adalah su ra t  ke te tapan  retribusi yang m enen tukan  besarnya jum lah  
pokok retribusi yang terutang.

15. S u ra t  Setoran Retribusi Daerah, yang se lan ju tnya  disingkat SSRD, 
adalah  bukti pem bayaran  a tau  penyetoran retribusi yang telah 
d ilakukan dengan m enggunakan  formulir a tau  telah d ilakukan  dengan 
cara lain ke kas daerah  melalui tem pat pem bayaran  yang d itun juk  oleh 
Bupati.

16. Sura t Tagihan Retribusi Daerah, yang se lan ju tnya  disingkat STRD, 
adalah  su ra t  u n tu k  m elakukan tagihan retribusi d a n /a t a u  sanksi 
adm in istra tif  be rupa  bunga d a n /a ta u  denda.

17. Sura t Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB, adalah  su ra t  kete tapan retribusi yang m enen tukan  
jum lah  kelebihan pem bayaran  retribusi karena  ju m lah  kredit retribusi 
lebih besar daripada  retribusi yang te ru tang  a ta u  seharusnya  tidak 
terutang.

18. Masa Retribusi adalah  su a tu  jangka w aktu  ter ten tu  yang m erupakan  
ba tas  w aktu  bagi Wajib Retribusi u n tuk  m em anfaa tkan  ja sa  dan 
perizinan te r ten tu  dari Pemerintah Daerah.

19. Pem ungutan  adalah  su a tu  rangkaian kegiatan mulai dari pengh im punan  
da ta  obyek, subyek retribusi, penen tuan  besarnya retribusi yang 
teru tang, sam pai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi 
serta  pengaw asan  penyetorannya.

20. Pem eriksaan adalah  serangkaian kegiatan m enghim pun dan  mengolah 
data , ke terangan, d a n /b u k t i  yang d ilaksanakan  secara  objektif dan 
profesional be rdasa rkan  su a tu  s tandard  pem eriksaan  u n tu k  mcnguji 
kepa tuhan  pem enuhan  kewajiban retribusi daerah  d a n /a ta u  u n tuk  
tu juan  lain dalam  rangka m elaksanakan  ke ten tuan  pera tu ran  
perundang -undangan  retribusi daerah.

21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah  serangkaian 
tindakan  yang d ilakukan oleh Penyidik u n tu k  mencari serta  
m engum pulkan  bukti, yang m ana dengan bukti te rsebu t m em buat 
terang tindak  pidana di bidang retribusi daerah  yang terjadi serta  
m enem ukan  tersangkanva.

22. Kas Daerah adalah  Kas Daerah Kabupaten Karimun a tau  badan  yang 
diserahi wewenang dan tanggung jaw ab  sebagai pem egang kas daerah  
Kabupaten Karimun.

23. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang se lan ju tnya  disingkat 
RPTKA, ada lah  Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada jaba tan  
terten tu  yang d ibuat oleh pemberi kerja Tenaga Kerja Asing un tuk  
jangka w aktu  ter ten tu  yang d isahkan  oleh pejabat yang ditunjuk.

24. Kartu Izin Tinggal Sem entara , yang selanjutnya disingkat KITAS, adalah 
Izin yang diberikan kepada orang asing u n tu k  tinggal dan  berada di 
wilayah Indonesia u n tu k  jangka  waktu yang terbatas.
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BAB II
KETENTUAN RETRIBUSI 

Bagian Kesatu
Nama, Objck, Subjek dan Wajib Retribusi 

Pasal 2

Dengan nam a Retribusi Perpanjangan IMTA d ipungu t retribusi sebagai
pembayaran a ta s  pelayanan perpanjangan IMTA.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah  pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi 
kerja Tenaga Kerja Asing.

(2) Pemberi kerja TKA sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) tidak term asuk 
instansi pem erin tah , perwakilan negara asing, badan-badan  internasional, 
lembaga sosial, lembaga keagam aan, dan  jab a tan  terten tu  di lembaga 
pendidikan.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah  pemberi kerja TKA yang 
m endapatkan  pelayanan Perpanjangan IMTA.

(2) Subjek retribusi sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) m erupakan  Wajib 
Retribusi.

Bagian Kedua 
Golongan Retribusi

P a s a l5

Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 2 
digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu .

Bagian Ketiga
Penentuan  Tingkat Penggunaan J a s a  

Pasal 6

Besarnya retribusi sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 2 d ih itung 
berdasarkan  perkalian an ta ra  tingkat penggunaan ja sa  dengan tarif retribusi.

Bagian Keempat
Prinsip dan  S asaran  Penctapan Tarif Retribusi

Pasal 7

(1) Prinsip dan  sa sa ran  dalam  penetapan  tarif retribusi perpanjangan IMTA 
sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 2 d ite tapkan  berdasa rkan  pada 
tu juan  u n tu k  m en u tu p  sebagian a tau  se lu ruh  biaya penyelenggaraan 
pemberian izin yang bersangkutan .



(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaim ana d im aksud  pada 
ayat (1) meliputi penerb itan  dokum en izin, pengaw asan  di lapangan, 
penegakan h u k u m , p en a tau sah aan , biaya dam pak  negatif dari
perpanjangan IMTA dan  kegiatan pengem bangan keahlian  dan
keteram pilan tenaga kerja lokal.

Bagian Kelima
S tru k tu r  dan Besarnya Tarif Rctribusi 

Pasal 8

(1) besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaim ana d im aksud  dalam 
Pasal 2 adalah  sebesar USD 100 (Seratus Dolar Amerika Serikat) per 
jab a tan  per o rang per bulan.

(2) Perpanjangan IMTA yang kurang  dari 1 (satu) bulan wajib d ibayar retribusi 
sebesar 1 (satu) bulan  penuh.

(3) Retribusi sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) dan ayat (2) d ibayarkan 
dengan rupiah  berdasa rkan  nilai k u rs  yang berlaku pada  pem bayaran 
retribusi oleh wajib retribusi.

Pasal 9

(1) Tarif retribusi sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 8 dapat ditinjau 
kembali paling lam a 3 (tiga) tah u n  sekali.

(2) Pcninjauan tarif retribusi sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) d ilakukan 
dengan m em perha tikan  indeks harga dan  perkem bangan perekonomian.

(3) Pcnetapan tarif retribusi sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) d ia tu r 
dengan Peraturan  Bupati.

Bagian Keenam 
Wilayah Pem ungutan

Pasal 10

Retribusi yang te ru tang  d ipungu t di wilayah Daerah.

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi dan Saat Retribusi T eru tang 

Pasal 1 1

(1) Masa retribusi perpan jangan  IMTA adalah  d ite tapkan  berdasa rkan  jangka 
w aktu  izin yang diberikan.

(2) Saat retribusi te ru tang  adalah  sejak saa t  d i te tapkannya  SKRD atau  
dokum en lain yang dipersam akan.
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Bagian Kedelapan 
Tata Cara Pem bayaran Retribusi

Pasal 12

(1) Pem ungutan  retribusi d ilarang diborongkan.

(2) Retribusi d ipungu t dengan m enggunakan  SKRD a ta u  dokum en lain yang 
d ipersam akan .

(3) Dalam hal pem bayaran  d ilakukan di tem pat lain yang d itun juk , m aka 
hasil penerim aan retribusi h a ru s  disetor ke kas daerah  paling lam bat 
1 X 24 (satu kali d u a  pu luh  empat) jam.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata  cara  pe laksanaan  pem ungutan  
retribusi sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) d ia tu r  dengan Peraturan 
Bupati.

Pasal 13

(1) Pem bayaran retribusi yang te rhu tang  h a ru s  dilunasi sekaligus u n tu k  12 
(duabelas) bulan.

(2) Dalam hal tenaga kerja asing bekerja tidak sam pai 12 (dua belas) bulan, 
kelebihan pem bayaran  dikem balikan kepada wajib retribusi.

(3) Ketentuan lebih lan ju t mengenai Tata cara  pem bayaran , tem pat 
pem bayaran , penyetoran dan pengembalian retribusi d ia tu r  lebih lanjut 
dengan P era tu ran  Bupati.

Pasal 14

(1) Pem bayaran retribusi sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 13 ayat (1) 
diberikan tanda  bukti pembayaran.

(2) Setiap pem bayaran  dicatat dalam  buku  penerim aan.

(3) Bentuk  tan d a  bukti pem bayaran  retribusi sebagaim ana d im aksud  pada 
ayat (1) d ia tu r  lebih lanjut dengan Pera turan  Bupati.

Pasal 15

(1) Retribusi te rhu tang  yang tidak a tau  kurang  bayar ditagih dengan 
m enggunakan  STRD di dahulu i dengan su ra t  teguran.

(2) Pengeluaran S u ra t Teguran sebagai t indakan awal pe laksanaan  pcnagihan 
retribusi d ilakukan  setelah 3 (tiga) hari sejak tanggal ja tu h  tempo 
pem bayaran.

(3) Dalam jangka  7 (tujuh) hari setelah tanggal su ra t  t e g u ra n /s u ra t  
p e r in g a ta n /su ra t  lain yang sejenis diterima oleh wajib retribusi, wajib 
retribusi h a ru s  m elunasi retribusi yang terutang.

(4) Sura t teguran sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) d ikeluarkan  oleh 
pejabat yang berw enang

7



(5) Tata cara  penagihan sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) d ia tu r lebih
lan ju t dengan P era tu ran  Bupati.

Bagian Kesembilan 
Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 16

(1) Wajib retribusi d ap a t  m engajukan keberatan  kepada Bupati a tau  Pejabat 
y a n g  d i t u n j u k  a ta s  SKRD a tau  dokum en lain yang d ipersam akan .

(2) Keberatan d ia jukan seeara  tertulis dalam  B ahasa  Indonesia dengan 
disertai a la san -a la san  yang je las .

(3) Keberatan h a ru s  d ia jukan dalam  jangka  w aktu  paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila  wajib retribusi dapat 
m enun jukkan  bahw a jangka  w aktu  itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan  diluar kekuasaannya.

(4) Keadaan diluar kekuasaan n y a  sebagaim ana d im aksud  pada ayat (3) 
adalah  su a tu  keadaan  yang terjadi di luar kehendak  a ta u  kekuasaan  
Wajib Retribusi.

(5) Pcngajuan kebera tan  tidak m enunda  kewajiban m em bayar retribusi dan 
pelaksanaan  penagihan retribusi.

Pasal 17

(1) Bupati a ta u  p e ja b a t  y an g  d i tu n ju k  dalam  jangka  w aktu  paling lama 6 
(enam) bulan sejak tanggal su ra t  kebera tan  diterima h a ru s  memberi 
kep u tu san  a ta s  kebera tan  yang diajukan.

(2) K eputusan Bupati a t a u  p e ja b a t  y an g  d i tu n ju k  a ta s  kebera tan  dapat 
berupa m enerim a se lu ruhnya  a tau  sebagian, m enolak a tau  m enam bah 
besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka  w aktu  sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) telah lewat 
dan  Bupati a tau  pejabat yang d itun juk  tidak memberi su a tu  kepu tusan , 
m aka keberatan yang d iajukan tersebut dianggap d ikabulkan.

(4) Tata cara penyelesaian keberatan  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 16 
dan  Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) d ia tu r  lebih lan ju t dengan 
Peraturan  Bupati.

Pasal 18

(1) J ik a  pcngajuan kebera tan  d ikabulkan  sebagian a tau  se luruhnya, 
kelebihan pem bayaran  Retribusi dikem balikan dengan d itam bah  imbalan 
bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan u n tu k  paling lama 12 (dua 
belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) d ih itung  sejak bulan 
pelunasan  sam pai dengan d iterb itkannya SKRDLB.
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Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pembetulan Ketetapan Retribusi 

Pasal 19

(1) Wajib retribusi d ap a t  m engajukan perm ohonan pem betu lan  SKRD dan 
STRD yang dalam  penerbitannya terdapat kesa lahan  tulis, kesalahan  
h itung  d a n /a t a u  kekeliruan dalam  penerapan  p e ra tu ran  perundang- 
und an g an  retribusi daerah.

(2) Perm ohonan pem betu lan  sebagaim ana d im aksud  p a d  a ayat (1), h a ru s  
d isam paikan  secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati a tau  
pejabat yang d itun juk  paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal 
diterim anya SKRD dan  STRD dengan m cm berikan a lasan  yang jclas dan 
m eyakinkan u n tu k  m endukung  perm ohonannya.

(3) K eputusan  a ta s  perm ohonan sebagaim ana d im aksud  pada ayat (2) 
d ikeluarkan  oleh Bupati a tau  Pejabat yang d itun juk  paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak su ra t  perm ohonan diterima.

(4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan  sebagaim ana d im aksud  p a d a  
ayat (3) Bupati a ta u  pejabat yang d itun juk  tidak m em berikan kepu tu san , 
m aka perm ohonan pem betulan ketetapan dianggap d ikabulkan .

Bagian Kesebelas
Tata Cara Perhitungan Pengembalian 

Kelebihan Pem bayaran Retribusi

Pasal 20

(1) Wajib retribusi h a ru s  m engajukan perm ohonan secara  tertulis kepada 
Bupati a ta u  pejabat yang d itunjuk , u n tu k  perh itungan  pengembalian 
kelebihan pem bayaran  retribusi.

(2) Atas d asa r  perm ohonan sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1), a ta s  
kelebihan pem bayaran  retribusi dapa t langsung  d iperh itungkan  terlebih 
d ah u lu  dengan u tang  retribusi d a n /a t a u  sanksi adm in istras i berupa 
bunga d a n / a t a u  pem bayaran  retribusi se lan ju tnya oleh Bupati a tau  
pejabat yang d itunjuk .

Pasal 21

(1) Dalam hal kelebihan pem bayaran  retribusi yang m asih  tersisa  setelah 
d ilakukan perh itungan  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 20, 
diterbitkan SKRDLB paling lam bat 2 (dua) bulan  sejak diterimanya 
perm ohonan pengem balian kelebihan pem bayaran  retribusi.

(2) Kelebihan pem bayaran  retribusi sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 
dikem balikan kepada  wajib retribusi paling lam bat 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkan SKRDLB.

(3) Pengembalian kelebihan pem bayaran  retribusi d ilakukan  setelah lewat 
w aktu  2 (dua) bu lan  sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati a tau  pejabat 
yang d itun juk  m em berikan imbalan bunga 2% (dua per seratus) sebulan 
a ta s  keterlam batan  pem bayaran  kelebihan retribusi.
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Pasal 22

(1) Pengembalian sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 21 ayat (2) 
d ilakukan dengan m cnerbitkan  su ra t  perin tah  m em bayar kelebihan 
retribusi.

(2) Atas perh itungan  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 21 diterbitkan 
bukti pem in d ah b u k u an  yang berlaku juga  sebagai bukti pem bayaran.

(4) Tata cara  pengem balian kelebihan pem bayaran  retribusi sebagaim ana
d im aksud  p ada  ayat (1) d ia tu r lebih lan ju t dengan P era tu ran  Bupati.

Bagian Kedua belas 
Tata Cara Pengurangan, Keringanan 

dan  Pem bebasan Retribusi

Pasal 23

(1) Bupati dapa t m em berikan pengurangan, keringanan  dan  pem bebasan  
retribusi.

(2) Tata cara  pem berian pengurangan, keringanan dan  pem bebasan  retribusi 
sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) d ia tu r  lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati.

Bagian Ketiga belas 
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 24

(1) Hak u n tu k  m elakukan  penagihan Retribusi menjadi kedaluw arsa  setelah 
m elam paui w aktu  3 (tiga) tah u n  terh itung  sejak saa t  teru tangnya 
Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi m elakukan  tindak  pidana di bidang 
Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) 
tertangguh jika  :
a. diterbitkan S u ra t  Teguran; a tau
b. ada  pengakuan  u tan g  Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung 

m au p u n  tidak langsung.

(3) Dalam hal d iterb itkan  S ura t  Teguran sebagaim ana d im aksud  pada aval (2) 
h u ru f  a, kedaluw arsa  penagihan dih itung sejak tanggal diterim anya Sura t 
Teguran tersebut.

(4) Pengakuan u tan g  Retribusi secara langsung sebagaim ana d im aksud  pada 
ayat (2) h u ru f  b adalah  Wajib Retribusi dengan kesada rannya  m enyatakan 
m asih m em punyai u tan g  Retribusi dan  belum m elunasinya  kepada 
Pemerintah daerah.

(5) Pengakuan u tan g  Retribusi secara tidak langsung  sebagaim ana d im aksud 
pada ayat (2 ) h u ru f  b dapat diketahui dari pengajuan perm ohonan 
an gsu ran  a ta u  pen u n d aan  pem bayaran  dan  perm ohonan  keberatan  oleh 
Wajib Retribusi.
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Pasal 25

(1) Piutang Retribusi yang tidak m ungkin  ditagih lagi ka rena  hak  u n tuk  
m elakukan  penagihan sudah  kedaluw arsa  dapa t  d ihapuskan .

(2) Bupati m ene tapkan  K eputusan  Penghapusan  Piutang Retribusi yang 
sudah  kedaluw arsa  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1).

(3) Tata cara p en g hapusan  p iu tang  Retribusi yang su dah  kedaluw arsa  d ia tu r 
lebih lanjut dengan Pera turan  Bupati.

Bagian Keempat belas 
Tata Cara Pem eriksaan Retribusi

Pasal 26

(1) Bupati a ta u  pejabat yang d itunjuk , berwenang m elakukan pem eriksaan  
u n tu k  menguji k e p a tu h an  pem enuhan  kewajiban Retribusi dalam  rangka 
m elaksanakan  p e ra tu ran  daerah  ini.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
a. m em perlihatkan d a n /a ta u  m em injam kan buku  a tau  cata tan , 

dokum en yang menjadi dasarnya  dan  dokum en lain yang 
berhubungan  dengan objek Retribusi yang terutang;

b. m em berikan kesem patan  u n tu k  m em asuki tem pat a tau  ruangan  
yang dianggap perlu dan  m em berikan b a n tu a n  guna  kelanearan 
pem eriksaan; d a n /a ta u

c. m em berikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut m engenai ta ta  cara pem eriksaan  Retribusi d ia tu r 
lebih lanjut dengan Peraturan  Bupati.

BAB III
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 27

(1) Instansi yang m elaksanakan  pem ungutan  Retribusi dapat diberi insentif 
a ta s  dasa r  peneapaian  kinerja tertentu.

(2) Besaran insentif  sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) dapat diberikan 
sebanyak-banyaknya 5% (lima per seratus) dari target pem ungutan  
retribusi a tau  sesuai kem am puan  keuangan daerah  dan  pera turan  
pe rundang-undangan  yang berlaku.

(3) Pemberian insentif sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) d ite tapkan 
melalui Anggaran Pendapatan  dan  Belanja Daerah.

(4) Tata cara pem berian dan  pem anfaatan  insentif sebagaim ana dim aksud 
pada ayat (1) d ia tu r  dengan Peraturan  Bupati.



BAB IV
FEMANFAATAN

Pasal 28

(1) Penerim aan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan  u n tu k  m endanai 
penerbitan  Dokum en izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum , 
p e n a tau sah a an , biaya dam pak  negatif dari perpan jangan  IMTA, dan 
kegiatan pengem bangan keahlian dan  keteram pilan tenaga kerja lokal.

(2) U ntuk m enjam in peningkatan kem am puan  tenaga kerja lokal m aka 
pem anfaatan  penerim aan  Retribusi Perpanjangan IMTA scbagaim ana 
d im aksud  pada  ayat (1), sekurang-kurangnya  70% (tujuh puluh  per 
seratus) d igunakan  u n tu k  pe laksanaan  pengem bangan keahlian dan 
keteram pilan tenaga kerja lokal.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 29

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil te rten tu  di lingkungan Pem erintah daerah  
diberi wewenang k h u s u s  sebagai penyidik u n tu k  m elakukan  penyidikan 
tindak p idana di bidang retribusi daerah  sebagaim ana d im aksud  dalam 
U ndang-U ndang H ukum  Acara Pidana yang berlaku.

(2) Penyidik sebagaim ana d im aksud pada ayat (1) ada lah  Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil te r ten tu  di lingkungan Pem erintah daerah  yang d iangkat oleh 
pejabat yang berw enang sesuai dengan ke ten tuan  Pera turan  perundang- 
undangan .

(3) Wewenang penyidik sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) ada lah  :
a. m enerim a, mencari, m engum pulkan  dan  meneliti ke terangan a tau  

laporan berkenaan  dengan tindak  pidana di b idang retribusi 
daerah  agar keterangan  a tau  laporan tersebu t menjadi lengkap dan 
jelas;

b. meneliti, m encari dan m engum pulkan  ke te rangan  m engenai orang 
pribadi a ta u  badan  ten tang  kebenaran  perbua tan  yang d ilakukan 
sehubungan  dengan tindak p idana retribusi daerah;

c. m em inta  keterangan  dan  bahan  bukti dari orang pribadi a ta u  badan 
seh u b u n g an  dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

d. m em eriksa b u k u -buku , ca ta tan -ca ta tan  dan  dokum en-dokum en 
lain berkenaan  dengan tindak p idana di bidang retribusi daerah;

e. m elakukan  penggeledahan u n tu k  m endapa tkan  bahan  bukti 
pem bukuan , penca ta tan  dan dokum en-dokum en  lain serta 
m elakukan  penyitaan terhadap  bahan  bukti tersebut;

f. m em inta  b a n tu a n  tenaga ahli dalam  rangka pe laksanaan  tugas 
penyidikan tindak  pidana di bidang retribusi daerah;

g. m enyuruh  berhenti dan a tau  m elarang seseorang meninggalkan 
ruangan  a ta u  tem pat pada saa t  pem eriksaan sedang  berlangsung 
dan  m em eriksa identitas orang dan  a tau  dokum en  yang dibawa 
sebagaim ana d im aksud  dalam h u ru f  e;

h. m em otret seseorang yang berkaitan  dengan tindak pidana retribusi 
daerah;



i. memanggil orang u n tu k  didengar ke terangannya  dan  diperiksa 
sebagai te rsangka  a ta u  saksi;

j. m enghentikan  penyidikan; dan
k. m clakukan  tindakan  lain yang perlu u n tu k  kelancaran  penyidikan 

tindak p idana di bidang retribusi daerah  m en u ru t  h ukum  yang dapat 
d ipertanggungjawabkan.

(4). Penyidik sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) m em beritahukan  
dimulainya penyidikan dan m enyam paikan  hasil penyidikannya kepada 
p en u n tu t  u m u m  melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan 
ke ten tuan  yang d ia tu r  dalam  U ndang-U ndang H ukum  Acara Pidana 
yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI 

Pasal 30

Dalam hal Wajib Retribusi tidak m em bayar tepat pada  w aktunya a tau  kurang  
membayar, d ikenakan  sanksi adm inistrasi berupa bunga sebesar 2% (dua 
per seratus) setiap bulan dari retribusi yang teru tang  yang tidak a ta u  kurang  
bayar dan ditagih dengan  m enggunakan  S ura t  Tagihan Retribusi Daerah 
(STRD).

Pasal 31

(1) Wajib retribusi yang tidak m elaksanakan  kewajibannya m em bayar 
retribusi sehingga m erugikan keuangan  daerah  d iancam  pidana 
ku rungan  paling lama 3 (tiga) bulan a tau  p idana denda paling banyak 3 
(tiga) kali ju m lah  retribusi terutang.

(2) Pengenaan p idana sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) tidak 
m enghapuskan  kewajiban retribusi u n tu k  m em bayar retribusinya.

(3) Tindak p idana sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(4) Denda sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) disetor ke kas negara.
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BAB VII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku  pada tanggal d iundangkan .

Agar setiap orang m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  Peraturan 
Daerah ini dengan  penem patannya  dalam  Lembaran Daerah Kabupaten 
Karimun.

Diundangkan di T anjung  Balai Karimun 
pada tanggal 19 Desember 2014

SEKRETARIS DAEI$Af<KABUPATEN KARIMUN,

T*S. ARIF FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2014 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PROVINSI 
KEPULAUAN RIAU : ( 57 ) /  (2014)

Ditetapkan di T anjung Balai Karimun 
p a d a tan g g a l  19 Desember 2014
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